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Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 
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segala dukungan dan semangat yang telah dicurahkan kepada 
praktikan. 
Praktikan menyadari bahwa dalam setiap hal tentu terdapat 
kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan laporan yang praktikan 
susun tentunya terdapat kekurangan. Praktikan mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dalam proses penyempurnaan. Semoga laporan 
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A. Latar Belakang PKL 
Di era globalisasi saat ini tentunya menuntut semua individu harus 
memiliki kompetensi berdaya jual tinggi dan unggul dalam setiap aspek, 
terutama dalam bidang pekerjaan. Dalam menghadapi globalisasi diperlukan 
tenaga ahli yang memiliki kualitas tinggi, baik dari segi intelektual maupun 
dari segi moral untuk bisa memenangkan persaingan. 
Hal ini dikarenakan dalam setiap pekerjaan seseorang harus menjaga 
kapabilitasnya dalam bidang keahlian tertentu serta menjaga etika profesinya. 
Di sini Universitas Negeri Jakarta selaku institusi pendidikan tinggi memiliki 
kewajiban untuk membangun jiwa pemimpin masa depan, bagi setiap 
mahasiswanya. 
Setiap lulusan Universitas Negeri Jakarta diharapkan sudah memiliki 
bekal sebelum terjun langsung ke dalam dunia kerja. Bekal tersebut dapat di 
peroleh oleh setiap lulusan melalui pembelajaran, pengamatan, pengetahuan, 
dan wawasan dari pembelajaran di kelas, buku, dan sumber ilmu lainnya, 
serta pengalaman-pengalaman yang di rasakan, baik pengalaman pribadi 
maupun pengalaman orang lain melalui sharing pengalaman antar 





mempraktikan ilmu tersebut secara langsung untuk memperoleh kebenaran 
tentang teori-teori yang telah dipelajari  
Selain bekal teori dan praktek dari proses pembelajaran mahasiswa juga 
bisa memperoleh bekal dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penunjang 
dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan sikap moral dengan mematuhi 
kode etik dari setiap organisasi. Hal itu bisa didapat dengan cara aktif dalam 
organisasi kampus maupun luar kampus yang dapat menciptakan jiwa 
pemimpin dalam diri setiap mahasiswa. Karena di dunia kerja tentunya jiwa 
kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam menghadapi segala masalah yang 
terjadi dalam dunia kerja.  
Untuk mempersiapkan bekal bagi para mahasiswa menghadapi dunia 
kerja, selain bekal-bekal yang sudah diperoleh mahasiswa dari proses 
pembelajaran dan berorganisasi, Universitas Negeri Jakarta juga memiliki 
sarana dalam upaya memenuhi aspek kebutuhan mahasiswa dalam 
menghadapi dunia kerja nantinya. Sarana ini bernama Praktik Kerja 
Lapangan atau yang lebih sering disebut dengan nama PKL. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih 
komprehensif mengenai dunia kerja. Dalam praktik kerja lapangan ini 
mahasiswa bisa mengaplikasikan teori yang telah dipelajarai didalam kelas 
pada saat melakukan kegiatan di perusahaan sesuai dengan kebutuhan 
program studi masing-masing. Program ini memberi kompetensi pada 





menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Jelas, ini merupakan upaya 
yang dilakukan dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki dunia 
kerja.  
Praktik kerja lapangan ini dilakukan oleh setiap mahasiswa yang sudah 
memenuhi persyaratan yakni telah lulus 100 sks. Praktik ini bisa dilaksanakan 
secara individu maupun secara kelompok, praktikan sendiri melaksanakan 
program praktik kerja lapangan ini secara kelompok bersama saudari Shinta 
Ningrum Wulandari mahasiswa Pendidikan Akuntansi Reguler 2012 di 
Satuan Kerja Biro Keuangan & Perlengkapan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dari dilaksanakannya program praktik kerja lapangan yang di 
terapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah: 
a. meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa di bidang akuntansi didalam dunia kerja. 
b. Mengenal suatu bidang kerjaan tertentu khususnya tentang kegiatan 
akuntansi dalam pemerinahan secara nyata.  
c. Menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan 
PKL dan Laporan Praktek Kerja Lapangan.  
d.   Menjalin kemitraan yang baik antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan 
perusahaan atau lembaga pemerintahan. 






a. Memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman mengenai kegiatan 
akuntansi di dalam lembaga pemerintahan secara nyata. 
b. Memperoleh informasi mengenai masalah-masalah dalam dunia kerja 
dan cara penyelesaiannya. 
c. Menjadi sumber daya yang berkualits tinggi dengan kemampuan, 
pengetahuan, keahlian, serta keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja 
pada zaman sekarang 
d. Melatih kedisiplinan dan tanggungjawab praktikan dalam menjalankan 
kegiatan PKL sehingga praktikan siap dalam menghadapi dunia kerja 
setelah kelulusan nanti. 
C. Kegunaan PKL 
Setiap program yang dilaksanakan tentunya harus mempunyai 
kegunaan/manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut. 
Berikut adalah manfaat yang bisa didapat oleh pihak-pihak terkait dalam 
program pkl:  
1. Bagi mahasiswa 
a. Sebagai sarana untuk melatih keterampilan mahasiswa yang telah 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di kelas; 
b. Sebagai kegiatan untuk mahasiswa  belajar mengenal dinamika 
dan kondisi nyata di dunia kerja; 
c. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh 
selama masa perkuliahan sebelumnya guna menemukan sesuatu 





d. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri 
mahasiswa; 
e. Sebagai sarana untuk mempromosikan diri di tempat Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan; 
f. Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa agar memiliki sikap 
disiplin yang tinggi serta mampu bertanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang telah di berikan kepadanya. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Memperoleh umpan balik dalam upaya penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan 
instansi/perusahaan serta tuntutan pembangunan pada umunya. 
Dengan demikian Fakultas Ekonomi UNJ dapat mewujudkan 
konsep link and match dalam upaya peningkatan kualitas layanan 
kepada stakeholders; 
b. Sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk 
lebih mendalami materi yang berkaitan dengan permasalahan 
yang dihadapi praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL 
(Praktek Kerja Lapangan); 






d. Membuat hubungan baik antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan 
instasi pemerintah atau pun perusahaan swastsa dalam 
meningkatkan program praktik kerja lapangan. 
3. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta, dan BUMN 
a. Realisasi dari misi Instansi Pemerintah/Perusahaan 
Swasta/BUMN sebagai fungsi dan tanggung jawab social 
kelembagaan; 
b. Menjalin hubungan yang teratur, sehat, dinamis, dan baik dengan 
Lembaga Perguruan Tinggi; 
c. Terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi 
pemerintah, yaitu Satuan Kerja Biro Keuangan & Perlengkapan Sekretariat 
Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berikut adalah 
identitas lembaga tempat  praktikan melaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
Nama Perusahaan : Kementerian Perhubungan 
     Sekertariat Jenderal 
     Biro Keuangan dan Perlengkapan 
Alamat   : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 
      Gambir, Jakarta Pusat 10110 





Faksimili  : (021) 3522338 
Website   : http://www.dephub.go.id 
Adapun yang menjadi bahan pertimbangan praktikan dalam melaksanakan 
program PKL pada kementerian tersebut, yakni sebagai langkah 
implementasi ilmu selama duduk di bangku perkuliahan serta mempelajari 
akuntansi pemerintahaan yang di terapkan di kementerian perhubungan, 
meskipun praktikan belum mendapatkan mata kuliah akuntansi 
pemerintahan. Oleh karena itu, praktikan tertarik untuk mempelajari secara 
lebih mendalam mengenai proses keuangan yang dilakukan di kementerian 
perhubungan. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Awalnya praktikan mengajukan surat ke kementerian perhubungan  RI untuk 
melaksanakan praktik kerja lapangan ini untuk masa 1 (satu) bulan, untuk 
tanggal 1 agustus 2014 s.d 31 Agustus 2014, namun berhubung pada tanggal 
1 s.d 3 agustus di kemnterian perhubungan masih cuti bersama hari raya idul 
fitri dan tanggal 4 s.d 6 bapak Didik Marsudi selaku kasubag Tata usaha di 
Biro Keuangan & Perlengkapan setjen Kementerian Perhubungan RI masih 
mengambil cuti lebaran sehingga praktikan masih belum bisa memulai 
praktik kerja lapangan. Bapak Didik Marsudi baru masuk bekerja tanggal 7 
Agustus ,sehingga terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 praktikan 





tanggal 5 September 2014. Dalam melaksanakan praktik tersebut, waktu kerja 
praktikan ditentukan dan diatur oleh pihak Satker Biro Keuangan & 
Perlengkapan Setjen Kemenhub. 
Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan melakukan persiapan dengan membuat surat izin PKL di 
BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin 
tersebut dibuat dengan cara melakukan pengajuan melalui surat 
pengantar yang diperoleh dari bagian administrasi kemahasiswaan 
fakultas. Praktikan melakukan pengajuan tersebut dilakukan pada bulan 
Juni 2014. Setelah mendapat surat izin PKL dari BAAK selanjutnya, 
praktikan memberikan surat izin tersebut kepada Kepala Subbagian 
Tata Usaha Biro Keuangan & Perlengkapan Sekretariat Jenderal 
Kementerian RI. Baru pada pertengahan  bulan Juli 2014, praktikan 
memperoleh jawaban dari pihak Kementerian Perhubungan bahwa 
praktikan mendapat izinkan untuk melaksanakan Praktik Kerja 







2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 
1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 s.d. 5 September 
2014. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa PNS memiliki jam 
kerja yang dilaksanakan pada hari  Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 
WIB. Khusus untuk hari Jumat, jam kerja ditambah hingga pukul 16.30 
WIB. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah selesai melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan 
mulai melakukan penyusunan laporan atas program tersebut yang 
menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, 














TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang didirikan untuk 
mengurusi urusan perhubungan di Indonesia, baik perhubungan darat, laut, 
udara maupun perkeretaapian. Kementerian Perhubungan di bentuk pada 
periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode 
kabinet Republik Indonesia. 
Pada awalnya, Kementerian Perhubungan bernama Departemen 
Perhubungan. Perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah 
fungsi dari lembaga itu sendiri. Baik Departemen Perhubungan mapun 
Kementerian Perhubungan memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai 
pengatur tata cara berkendara dan berlalu lintas. 
Pada awal berdiri kementerian ini di pimpin oleh seorang menteri yang 
bernama Abikusno Tjokrosujono yang bertugas sejak 2 September 1945 s.d 
14 November 1945 didalam susunan kabinet presidensil. Selanjutnya sejak 
tanggal 14 November 1945 adanya pergantian kabinet presidensil menjadi 
kabinet sjahrir I yang tentunya juga melakukan perubahan dari menteri-
menteri yang memimpin kementerian dalam kabinet tersebut. Di kementerian 
Perhubungan sendiri saat itu di pimpin oleh Ir. Abdulkarim sebagai menteri 





Kabinet Sjahrir berjalan hingga Kabiner Sjahrir III yang belangsung 
hingga tahun 1947. Kabinet Sjahrir kemudian digantikan dengan Kabinet 
Syarifudin I dan II. Pergantian ini diiringi dengan perombakan-perombakan 
kabinet lainnya yang masih memiliki visi dan misi yang sama. Kementerian 
Perhubungan menjadi sebuah lembaga yang cukup sibuk saat itu. 
Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI, yang berlaku pada 
24 Maret 1956 sampai 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki 
program yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda 
transportasi. Alat-alat transportasi tersebut bagi daerah-daerah, terutama bagi 
daerah yang berpotensi untuk menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan 
pokok. Selain itu, Kementerian Perhubungan Indonesia saat itu juga memiliki 
program untuk mengawasi serta memajukan sarana transportasi yang 
dimiliki. Peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang datang tidak menjadi 
ancaman bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. 
Selama Indonesia di pimpin oleh Ir. Soekarno sebelum terjadinya dekrit 
presiden tanggal 5 Juli 1959 nama kabinet yang membantu Ir. Soekarno 
dalam mengurus negara Indonesia sudah 18 kali mengalami perubahan sejak 
Indonesia merdeka yang tentunya juga merubah susunan serta nama menteri 
yang meminpin di kementerian perhubungan.  
Setelah adanya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, struktur di 
kementerian perhubungan terjadi perubahaan yang awalnya di pimpin oleh 





menteri muda perhubungan darat dan pos telegrap dan telepon, menteri muda 
perhubungan laut serta menteri perhubungan udara. Setelah dekrit presiden 
keluar kabinet Republik Indonesia di namakan kabinet kerja, dari kabinet 
kerja I sampai kabinet kerja IV yang dimulai dari 10 Juli 1959 s.d 27 Agustus 
1964. 
Kabinet dan struktur kementerian perhubungan serta nama menteri 
yang memimpin terus terjadi perubahan selama masa pemerintahan bapak 
Soeharto (Orde baru) 1968-1998 kementerian dipimpin oleh seorang menteri. 
Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang sesuai dengan 
kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV yang berlangsung dari 
tanggal 19 Maret 1983 sampai Maret 1988, Kementerian Perhubungan mulai 
mempunyai beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan 
atas jenis alat transportasi, yaitu Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat 
Perhubungan Laut, dan Direktorat Perhubungan Udara. 
Pembagian direktorat dalam lembaga milik pemerintah ini ditujukan 
untuk mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah 
lembaga yang membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri 
kemudian membawahi beberapa kanwil yang terbesar di provinsi-provinsi 
yang ada di Indonesia. 
Sejak reformasi perubahan nama kabinet biasanya mengikuti 





perhubungan sejak terjadinya reformasi tidak terlalu banyak perubahaan. 
Pada pemerintahan baru yang di pimpin oleh pak presiden Joko Widodo, 
dengan kabinetnya bernama kabinet kerja kementerian perhubungan di 
pimpin oleh sorang menteri yaitu ignasius jonan yang mulai bekerja sejak 27 
oktober 2014. Nama-nama menteri perhubugan serta nama kabinetnya tertera 
dalam lampiran 1. 
Kementerian Perhubungan mempunyai visi dan misi tersendiri dalam 
menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar kemajuan perusahaan lebih 
terarah dengan benar. Selain itu, Kementerian Perhubungan RI memiliki 
lambang dan logo yang mewakili seluruh bagian perusahaan. 
1. Visi dan Misi 
a. Visi  
Visi dari Kementerian Perhubungan RI adalah: 
1) Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal; 
2) Memiliki daya saing dengan alat-alat transportasi yang 
datang dari luar; serta 
3) Memberikan nilai tambah pada setiap pelayanannya. 
 
b. Misi    





1) Mempertahankan jasa pelayanan berupa sarana dan 
prasarana 
2) Melaksanakan kerja sama melalui restrukturisasi  dan 
pembenahan sarana dan prasarana perhubungan 
3) Meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat 
Indonesia untuk menggunakan berbagai jasa transportasi 
yang ada di Indonesia 
4) Meningkatkan pelayanan jasa bagi para penggunanya 
 
2. Lambang dan Logo Perusahaan 
a. Lambang Kementerian Perhubungan RI 
Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau 
tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur 
serta merupakan pengejawantahan keluhuran missi KEMENHUB 












Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan 
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang 
menggambarkan satu kesatuan, kekompakan, dan keterpaduan 
dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian 
Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. 
Unsur lambang tersebut terdiri dari : 
a. Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah 
kanan; 
b. Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor; 
c. Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang 
menyatu dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas 
dan 12 buah warna biru; 
d. Ekor warna emas lima helai; 
e. Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas 
yang tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk 
angka delapan; 
f. Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di 





g. Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran 
warna mas dengan tulisan Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia. 
Arti unsur-unsur pada lambang ialah : 
a. Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk 
mencapai sasaran dan jangkauan perhubungan juga 
melambangkan Perhubungan Udara; 
b. Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan 
missi perhubungan dapat menjangkau Kepulauan 
Nusantara maupun seluruh dunia dengan tabah dan tenang 
sekaligus melambangkan Perhubungan Laut; 
c. Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan 
melayani jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia; 
d. Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan 
cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan 
makmur; 
e. Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna 
biru perlambang aparatur perhubungan menjalankan tugas 






f. Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan 
aparatur Kementerian berfungsi dalam kesatuan sistem 
Perhubungan Nasional; 
g. Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan 
kemakmuran dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
lain. 
Makna unsur-unsur pada lambang ialah : 
a. Tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta 
Prasetya KORPRI; 
b. 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan 
menjalankan tugasnya selama 24 jam terus menerus 
melayani masyarakat; 
c. Lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan 
yaitu : 
1) Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan 
kebersihan di segala bidang; 
2) Mampu membudayakan tepat waktu dalam 
pemberian jasa perhubungan; 
3) Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan 
kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan; 





5) Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap 
memancarkan kepribadian yang ramah. 
d. 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita 
berbentuk angka bermakna tanggal, bulan dan tahun 
proklamasi RI yaitu 17-8-1945. 
e. Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang 
melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan 
pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, 
teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning 
emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam 
semesta. 
 
b. Logo Perhubungan 
Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk 











Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur 
roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. 
Arti dari unsur Logo ialah : 
a. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat 
b. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut 
c. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara 
d. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan 
e. Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) 
berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan. 
B. Struktur Organisasi 






Gambar II.B.1 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan 
Sumber : http://www.dephub.go.id 
Susunan struktur organisasi Kementerian Perhubungan RI di atas 
merupakan Susunan organisasi pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. 
Yang dimana pada Kabinet  Indonesia Bersatu Jilid II Menteri di 
Kementerian Perhubungan adalah bapak Evert Ernest Mangindaan 
yang dalam tugasnya menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan 
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara di bantu oleh beberapa staf 
ahli di bidang perhubungan dan seorang wakil menteri bapak Bambang 
Susantono. 







Gambar II.B.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 





Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 
2010 BAB IV Pasal 8 bahwa Sekretariat Jenderal adalah unsur 
pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Perhubungan. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 
Jenderal menyelenggarakan fungsi: 
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan; 
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian 
Perhubungan; 
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, 
dan dokumentasi Kementerian Perhubungan; 
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, 
kerja sama, dan hubungan masyarakat; 
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
bantuan hukum; 
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 






Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam 
melaksanakan tugas dibantu oleh: 
1. Kepala Biro Perencanaan. 
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. 
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. 
5. Kepala Biro Umum. 
6. Kepala Pusat Data dan Informasi. 
7. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi. 
8. Kepala Pusat Komunikasi Publik. 
9. Ketua Makamah Pelayaran. 
Tugas Pokok 
Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan 
administrasi di lingkungan Departemen Perhubungan. 
Fungsi 
1. Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen 
Perhubungan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan 
ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan 
antar lembaga masyarakat; 
2. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 





3. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, 
mengelola dan membina kepegawaian, menelola keuangan dan 
peralatan/perlengkapan di lingkungan Departemen Perhubungan; 
4. Kerjasama luar negeri dalam arti memberikan pelayanan teknis 
dan administrasi dalam bidang kerjasama dan bantuan luar negeri 
sesuai tugas Departemen Perhubungan; 
5. Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan 
lembaga resmi dan masyarakat; 
6. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam 
arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-
undangan yang menyangkut tugas Departemen Perhubungan; 































Gambar II.B.3 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Perlengkapan 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
Kepala Biro Keuangan dan 
Perlengkapan 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 
2010 Pasal 50 bahwa Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan 
dan perlengkapan/barang milik negara di lingkungan Kementerian 
Perhubungan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:  
a. Penyiapan penyusunan dokumen dan administrasi pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Perhubungan; 
b. Penyiapan pelaksanaan revisi anggaran pendapatan dan belanja 
Kementerian Perhubungan; 
c. Penyiapan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan serta 
pembinaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
d. belanja Kementerian Perhubungan; 
e. Penyiapan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan 
pelaporan keuangan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI) serta implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 
anggaran pendapatan dan belanja negara  di lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 
f. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan berupa 





g. Belanja Negara (LRA, Neraca dan CaLK) serta penyusunan 
Laporan SIMAK-BMN di lingkungan Kementerian 
Perhubungan;  
h. Penyiapan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta penyusunan 
laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja 
Kementerian Perhubungan; 
i. Penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara serta 
penyiapan penetapan pengelola anggaran di lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 
j. Penyiapan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan serta pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)  di lingkungan Kementerian Perhubungan;   
k. Penyiapan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut 
laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan;  
l. Penyiapan pertimbangan penyelesaian masalah dan proses tindak 
lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di 
lingkungan Kementerian Perhubungan;  
m. Penyiapan usulan penetapan, evaluasi, pembinaan dan 
pemantauan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di 
lingkungan Kementerian Perhubungan;   
n. Penyiapan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi 





penilaian, penggunaan dan penetapan status, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan di 
lingkungan Kementerian Perhubungan;  
o. Koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan tugas / kegiatan 
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran dan Barang (UAPA/B) di 
lingkungan Kementerian Perhubungan; dan pelaksanaan urusan 
tata usaha dan rumah tangga Biro. 
1. Bagian Pelaksanaan Anggaran 
Bagian pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan 
rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, 
pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen 
Perhubungan  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian 
Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: 
a Penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan 






b Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja; 
c Penyiapan bahan penyusunan revisi rencana anggaran 
pendapatan dan belanja termasuk pinjaman/hibah luar 
negeri; 
d Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja. 
Bagian pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: 
a Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian; 
b Subbagian Anggaran Transportasi Laut; 
c Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang. 
Masing-masing Subbagian mempunyai tugas : 
a Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan 
perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pembinaan teknis dan penyusunan petunjuk 
pelaksanaan/operasional anggaran pendapatan dan belanja, 
penyusunan revisi rencana anggaran dan belanja termasuk 
pinjaman/hibah luar negeri, pemantauan dan pelaporan 





Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan bahan koordinasi 
laporan belanja pegawai dan belanja barang; 
b Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pembinaan terknis dan 
penyusunan petunjuk pelaksanaan /operasional anggaran 
pendapatan dan belanja, penyusunan revisi rencana 
anggaran dan belanja termasuk pinjaman /hibah luar negeri, 
pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja pada Direktorat Jendral 
Perhubungan Laut Serta penyiapan bahan koordinasi 
laporan belanja modal; 
c Subbagian Anggaran Transportarsi Udara dan Penunjang 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan 
teknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan /operasional 
anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan revisi 
rencana anggaran dan belanja termasuk pinjaman/hibah 
luar negeri, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat 
Jenderal   Perhubungsan Udara dan Penunjang serta 






2. Bagian Akuntansi 
Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan 
verifikasi dan urusan pembukuan, serta penyusunan bahan 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) dan 
penyusunan bahan laporan pertanggumgjawaban anggaran 
pendapatan dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian 
Akuntansi menyelenggarakan fungsi:  
a Penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak 
lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Departemen 
Perhubungan; 
b Penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan 
pelaporan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan 
dan belanja di lingkungan Departemen Perhubungan; 
c Penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi 
pemerintahan untuk anggaran pendapatan dan belanja di 







Bagian Akuntansi, terdiri dari: 
a Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat 
dan Perkeretaapian; 
b Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut; 
c Subbagian Verifikasi dan Pembukuan transportasi Udara 
dan Penunjang. 
Masing-masing Subbagian mempunyai tugas : 
a . Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Darat 
dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, 
penyusunan perhitungan dan pelaporan serta 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, 
penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah 
untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian; 
b . Subbagian Verifikasi dan Pembukuan Transportasi Laut 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Verifikasi 





pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil 
pemeriksaan, penyiapan pembukuan, penyusunan 
perhitungan dan pelaporan serta pertanggungjawaban 
angaran pendapatan dan belanja, penyiapan bahan 
pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah untuk anggaran 
pendapatan dan belanja pada Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut; 
c . Subbagian verifikasi dan Pembukuan Tranportasi Udara 
dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak 
lanjuk hasil pemeriksaan, penyiapan pembukuan, 
penyusunan perhitungan dan pelaporan serta 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, 
penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah 
untuk anggaran pendapatan dan belanja pada Direktorat 
Jenderal Perhubumgan Udara dan Penunjang. 
3. Bagian Perbendaharaan 
Bagian Perbendaharaan mempnnyai tugas melaksanakan 
penyiapan dan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha 
keuangan di lingkungan Departemen Perhubungan, serta urusan 





Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian 
perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:  
a Penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan keuangan; 
b Penyiapan bahan penetapan pengelola anggaran; 
c Pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan ; 
d Penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan 
tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 
rugi di lingkungan Departemen Perhubungan; 
e Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro 
Bagian Perbendaharaan, terdiri dari :  
a Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian; 
b Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut; 
c Subbagian Perbendaharan Transportasi Udara dan 
Penunjang dan Tata Usaha Biro. 
Masing-masing Subbagian mempunyai tugas :  
a Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan 





laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, 
pertimbangan penyelesaian masalah  dan  tindak lanjut 
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di 
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta penyiapan 
koordinasi penyusunan pengelola anggaran di lingkungan 
Departemen Perhubungan; 
b Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan 
perbendaharaan dan penatausahaan keuangan, penetapan 
pengelola anggaran, pemantauan laporan hasil pemeriksaan 
unsur pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah 
dan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 
ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Laut serta penyiapan koordinasi penyelesaian laporan hasil 
pemeriksaan (LHP) di lingkungan Departemnen 
Perhubungan; 
c Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan 
Penunjang dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan 
dan penatausahaan keuangan, penetapan pengelola 





pengawasan, pertimbangan penyelesaian masalah dan 
tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 
rugi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
dan Penunjang, serta penyiapan koordinasi penyelesaian 
laporan tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti 
rugi (TGR) di lingkungan Departemen Perhubungan, serta 
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 
4. Bagian Perlengkapan 
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan 
meliputi pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan 
barang milik/kekayaan negara (BM/KN) di lingkungan 
Departemen Perhubungan.  
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian 
Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :  
1. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Departemen Perhubungan; 
2. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 






3. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pelaksanaan 
pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan 
negara di lingkungan Departemen Perhubungan; 
4. Penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional dan 
penetapan status barang milik/kekayaan negara di 
lingkungan Departemen Perhubungan. 
Bagian Perlengkapan, terdiri dari : 
a Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian; 
b Subbagian Perlengkapan Transportai Laut; 
c Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara. 
Masing-masing Subbagian mempunyai tugas: 
a Subbagian Perlengkapan Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan 
serta penyiapan bahan koordinasi serah terima operasional 
dan penetapan status barang milik/kekayaan negara di 





Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat 
Jenderal. 
b Subbagian Perlengkapan Transportai Laut mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi 
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, 
pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan bahan 
koordinasi serah terima operasional dan penetapan status 
barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut, Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Inspektorat Jenderal. 
c Subbagian Perlengkapan Transportasi Udara mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi 
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan inventarisasi, 
pemanfaatan dan penghapusan serta penyiapan bahan 
koordinasi serah terima operasional dan penetapan status 
barang milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Perhubungan dan Badan SAR Nasional. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Biro Keuangan dan Perlengkapan merupakan salah satu unit kerja yang 
berada dibawah naungan Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan 





bekerja sama, yaitu Bagian Pelaksanaan Anggaran (Bagian I), Bagian 
Akuntansi (Bagian II), Bagian Perbendaharaan (Bagian III), dan Bagian 
Perlengkapan (Bagian IV). Dalam kesehariannya, Biro Keuangan dan 
Perlengkapan mempunyai kegiatan umum. Kegiatan umum tersebut dibagi 










Gambar II.C.1. Tahapan Pengadaan Barang dan Modal 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
Tahap pertama, semua bagian di Biro Keuangan dan Perlengkapan 
membuat perencanaan anggaran pengadaan barang dan modal. Semua 
perencanaan anggaran tersebut kemudian diserahkan ke bagian Satuan Kerja 






















yang diajukan oleh masing-masing bagian mengacu pada anggaran tahun 
sebelumnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian SATKER akan 
mengajukan perencanaan anggaran ke Biro Perencanaan melalui rapat. 
Dalam rapat tersebut akan diperoleh hasil berupa persetujuan perencanaan 
anggaran. Hasil yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan akan diajukan ke 
Kementerin Keuangan agar pihak Kementerian Perhubungan mendapatkan 
DIPA. DIPA merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mana 
didalamnya terdapat poin-poin penting mengenai anggaran yang telah 
disetujui oleh Kementerian Keuangan. DIPA memiliki tiga kode, yaitu kode 
51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk belanja barang, dan kode 53 untuk 
belanja modal. Khusus untuk Biro Keuangan dan Perlengkapan, kode yang 
berlaku hanya dua, yaitu kode 52 dan kode 53.  DIPA yang telah diturunkan 
oleh Kementerian Keuangan untuk selanjutnya akan diuraikan dalam POK 
(Petunjuk Operasional Kesatuan). 
Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh 
perencanaan anggaran yang telah disetujui dapat direalisasikan oleh masing-
masing bagian di Biro Keuangan dan Perlengkapan. Perealisasian rencana 
anggaran tersebut dapat berupa pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan 
perjalanan dinas (dinas fullboard atau dinas biasa ke luar kota), dan lain-lain. 
Untuk memenuhi semua anngaran tersebut, setiap bagian dapat menggunakan 





Uang tersebut dapat diajukan oleh masing-masing bagian kepada bendahara 
biro. 
Tahap selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban. Tahap ini 
merupakan tahap yang paling penting. Dikatakan penting karena pada tahap 
ini Uang Pesediaan (UP) biro akan diisi kembali. Masing-masing bagian di 
Biro Keuangan dan Perlengkapan harus membuat laporan 
pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti transaksi atas seluruh 
pembelian dan kegiatan yang dilakukan. Melalui data dukung tersebut, 
SATKER akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah 
Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), dan Alat Data 
Komunikasi SPM (ADK SPM). Data-data tesebut dibuat pada Aplikasi SPM 
2014. Data yang sudah dibuat kemudian akan diajukan ke KPPN. Akan tetapi, 
data yang diajukan hanya SPM dan ADK SPM. Data lainnya hanya akan 
digunakan jika ada pemeriksaan. Setelah diajukan, KPPN akan mengeluarkan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D dibagi kedalam dua jenis, yaitu 
Langsung dan Ganti Uang Persediaan (GUP). Pada SP2D Langsung, 
Kementerian Perhubungan tidak akan melakukan pembayaran secara 
langsung. Pembayaran akan dilakukan secara langsung oleh KPPN kepada 
pihak yang bersangkutan disertai dengan bukti pembelian. Sedangkan pada 
SP2D GUP (Ganti Uang Persediaan), pembayaran akan dilakukan oleh KPPN 
dalam bentuk penggantian uang persediaan. Penggantian Uang Pesediaan 





mencapai angka lebih dari 50% dari nilai tetap uang persediaan. Biro 
Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan menetapkan nilai 
tetap uang persediaan sebesar Rp 300.000.000. Setelah dikeluarkannya SP2D 
oleh KPPN, uang akan diturunkan ke Bank Persepsi KPPN dari Bank 
Kementerian. Untuk selanjutnya, uang akan masuk ke Bendahara Umum 
Negara (BUN). Dari Bendahara Umum Negara (BUN), uang akan diturunkan 
ke Bendahara Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekertariat Jenderal 
Kementerian Perhubungan. 
Uang yang telah masuk ke Bendahara BirKeuangan dan Perlengkapan akan 
digunakan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang telah 











Gambar II.C.2. Tahapan Pertanggungjawaban 






Pembuatan SPP,  
SPM, SPTB, dan 
ADK SPM 
Pengajuan SPM dan 





















 BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Pada kegiatan Praktik Kerja Lapngan (PKL), praktikan ditempatkan di Biro 
Keuangan dan Perlengkapan. Biro ini memiliki empat bagian penting yang saling 
berkesinambungan, yaitu bagian pelaksanaan anggaran, bagian akuntansi, bagian 
perbendaharaan, dan bagian perlengkapan. Ada juga bagian Satuan Kerja 
(SATKER) dimana seluruh laporan dari masing-masing bagian akan bermuara. 
Satuan kerja juga berfungsi sebagai bendahara pengeluaran yang akan melaporkan 
dan mempertanggungjawabkan semua laporan atas penggunaan dana APBN yang 
di peruntukan untuk Biro Keuangan dan Perlengkapa, Sekretariat Jenderal, 
Kementerian Perhubungan. Pada biro ini, praktikan ditempatkan di bagian Satuan 
Kerja (SATKER). 
Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama 
menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Mengisi bon/nota dan kwitansi berdasarkan data dari masing-masing bagian 
yang melakukan pembelian; 






3. Meng-input dan mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) dengan menggunakan aplikasi SPM 2014 secara 
online; 
4. Mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal 
21, 22, dan 23; 
5. Mengarsipkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) transaksi – transaksi 
pengeluaran di Biro Keuangan dan Perlengkapan. 
6. Membantu menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan Satker Biro Keuangan 
& Perlengkapan posisi 31 Agustus 2014 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung sejak 
tanggal 7 Agustus 2014 hingga 5 September 2014. Pada awal masa kerja, praktikan 
diberikan arahan seputar Biro Keuangan dan Perlengkapan serta pekerjaan yang 
dilakukan oleh bagian-bagiannya. Kemudian praktikan diarahkan menuju bagian 
Satuan Kerja (SATKER) guna mengetahui kegiatan disana secara mendalam. 
Kepala bagian Satuan Kerja (SATKER) memberikan penjelasan mengenai 
tugas yang akan dikerjakan praktikan selama masa kerja PKL berlangsung. Tugas 
tersebut memberi gambaran kepada praktikan mengenai pengisian nota, kwitansi, 
dan Surat Setoran Pajak (SSP) berdasarkan data-data yang diperoleh dari masing-





langkah-langkah pengisian SPP dan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM 2014 
serta praktikan juga dapat mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan SPJ, guna mengajukan penggantian uang persediaan maupun untuk 
pembayaran langsung kepada pihak ke-tiga yang terlibat dalam proses realisasi 
anggaran Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan. 
Dalam mencapai maksud dan tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 
praktikan berupaya memahami setiap pekerjaan yang diberikan. Pemahaman  
tersebut  ditujukan  agar  praktikan  dapat  mencapai  keahlian (skill)  yang harus 
dimiliki sehingga  praktikan dapat melaksanakan setiap tugas  yang  diberikan  
dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan secara 
berkesinambungan untuk dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi. 
Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekertariat 
Jenderal Kementerian Perhubungan bagian Satuan Kerja (SATKER) adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengisi Bon/Nota dan Kwitansi Berdasarkan Data dari Masing-masing 
Bagian yang Melakukan Pembelian 
Nota adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai yang 
dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli.1 Biasanya nota dibuat 
dua rangkap, lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk 






penjual. Akan tetapi pada praktiknya, nota tidak selalu dibuat oleh penjual 
dan diberikan kepada pembeli. Pada Biro Keuangan dan Perlengkapan 
Kementerian Perhubungan, terdapat beberapa perusahaan yang langsung 
menyerahkan nota kosong kepada biro. Hal tersebut disebabkan pihak 
ketiga tidak ingin merasa dibebankan dengan pekerjaan sekadar untuk 
mengantarkan nota ke biro. Sedangkan kwitansi adalah bukti penerimaan 
sejumlah uang yang ditanda tangani oleh penerima uang dan diserahkan 
kepada yang membayar sejumlah uang tersebut.2 
Nota pembelian dibuat berdasarkan data-data pembelian barang 
yang dilakukan oleh masing-masing bagian di Biro Keuangan dan 
Perlengkapan. Pengisian nota dilakukan secara manual menggunakan mesin 
tik. Data yang diisi, yaitu nama pihak pembeli, nama barang, jumlah barang, 
dan harga (satuan dan jumlahnya). Setelah pengisian nota, dilanjutkan 
dengan pengisian kwitansi. 
Sama halnya dengan pengisian nota, pengisian kwitansi juga 
dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin tik. Besaran nominal 
pembayaran dalam kwitansi dapat dilihat berdasarkan total jumlah harga 
barang ditambah dengan PPN sebesar 10% pada nota. 
2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir 






atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.3 Bank tempat 
pembayaran pajak disebut juga dengan nama Bank Persepsi. 
Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), terdapat lima lembar 
rangkap formulir yang harus diisi, diantaranya: 
a. Lembar pertama diisi untuk dijadikan arsip oleh Wajib Pajak; 
b. Lembar kedua diisi untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN); 
c. Lembar ketiga diisi untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP); 
d. Lembar keempat diisi untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran; 
e. Lembar kelima diisi untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah). 
Surat Setoran Pajak (SSP) yang diisi terdiri dari dua jenis, yaitu 
Surat Setoran Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat 










Berikut adalah langkah-langkah pengisian Surat Setoran Pajak 
(SSP): 








NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang dimiliki 
Wajib Pajak. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak. Alamat diisi 
sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar 
(SKT). 
NPWP diisi: 
1) Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-
XXX.000. 
2) Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000. 
*XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar 
pajak. 
Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda 













Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera di 
atas tabel-tabel berikut untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau 
disetor. 
Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis 
Setoran” untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada 
tabel berikut sesuai dengan penjelasan dalam kolom “Keterangan”. 
Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap 










c. Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar) 
 
 




Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom “Jenis Setoran” yang 
berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada tabel 
berikut. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan 
Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan 
lokasi objek pajak. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan 
Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi 
dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa. 
d. Masa Pajak 
 
 




Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk 





lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP 
untuk setiap masa pajak. 








Diisi tahun terutangnya pajak, misalnya: 2014. 
f. Nomor Ketetapan 
 




Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak 
(SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP 
digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang 







g. Jumlah Pembayaran dan Terbilang  
 
 




1) Jumlah Pembayaran 
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam 
rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang 
Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan 
pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi 
secara lengkap sampai dengan sen. 
2) Terbilang (untuk SSP Standar) 
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan 

















Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor 
Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos 
Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran 
atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran. 








Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, 





j. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar) 
 
 




Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor 
Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh 
Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama 
Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak. 
3. Meng-input dan Mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) dengan Menggunakan Aplikasi SPM 2014 
Secara Online 
Aplikasi SPM 2014 merupakan aplikasi yang digunakan oleh Biro 
Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan untuk 
mempermudah pembuatan data. Aplikasi ini bersifat online dan rahasia.  
Dalam Aplikasi SPM 2014 terdapat tiga user, yaitu User Admin, User PPK, 
dan User PPSPM. User Admin merupakan user yang digunakan untuk 
melakukan transfer pagu dipa dan pengisian refrensi. User PPK digunakan 
untuk membuat SPP. Sedangkan User PPSPM berfungsi untuk membuat 





Berikut ini adalah langkah –langkah dalam pembuatan SPP: 
a. Membuka aplikasi SPM 2014. Masukan user dengan user yang 
sudah di rekam pada startup 2014 (user: spp) dan password: spp, 
lalu klik login. 
b. Muncullah tampilan Aplikasi SPP 2014. 
c. Pilih SPP lalu klik RUH SPP. 
d. Klik rekam lalu isi: 
1) Jenis SPM; 
2) Nomor SPP (/SPP/KPA-B.III/08/2014); 
3) Tanggal; 
4) Kegiatan, Output, Fungsi, Sub Fungsi, dan Program. 
Kegiatannya memiliki kode 1934; 
5) Isi jenis belanja: kode 51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk 
belanja barang, dan kode 53 untuk belanja modal; 
6) Isi beban: kode A untuk rupiah murni dan kode B untuk PHLN 
(Pinjaman Hibah Luar Negeri); 
7) Isi kewenangan pelaksanaan; 
8) Isi lokasi: 01 untuk DKI Jakarta, 51 untuk Jakarata Pusat; 
9) Isi jenis pembayaran; 
10) Klik  enter. Klik supplier. 
e. Isi kolom “dibebankan pada SPM UP/TUP” dan kolom “untuk”, 





f. Isi sesuai dengan MAK yang dilihat lewat SPTB. Masukan angka 
di kolom rupiah sesuai dengan jumlah pengeluaran. Klik kembali; 
g. Jika ingin mencetak SPP, masuk menu SPP lalu klik sub menu 
cetak SPP; 
h. Berikan tanda checklist (√) pada Kotak Proses lalu pilih cetak ke 
Layar atau langsung ke Printer; 
i. Setelah proses Cetak SPP maka jika seting Database yang dipilih 
adalah Gabung, PPSPM bisa langsung melakukan proses Catat, 
Ubah, Batal SPM. Setelah Proses perekaman SPP selesai maka 
PPSPM bisa langsung melakukan proses Catat, Batal dan Hapus 
SPM dengan masuk ke Level SPM. 
Langkah-langkah dalam Pembuatan SPM: 
a. Membuka aplikasi SPM 2014. Masukan user dengan user yang 
sudah di rekam pada startup 2014 (user: spm) dan password: spm, 
lalu klik login. 
b. Pilih Menu SPM dan Sub Menu Catat, Batal dan Hapus SPM. 
c. Klik SPP yang akan di Catat lalu pilih tombol PILIH di kanan 
bawah. 
d. Isikan uraian Keterangan jika diperlukan isikan tanggal 
pembuatan SPM pilih tombol Simpan. 






f. Klik Sub Menu Cetak SPM. 
g. Berikan tanda checklist (√) pada Kotak Proses lalu pilih cetak ke 
Layar atau langsung ke Printer. 
4. Mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 
21, 22, dan 23 
Untuk mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak, data-data 
yang dibutuhkan adalah: 
a. Pasal 21: 
1) Daftar pemotongan PPh Pasal 21; 
2) SPT PPh Pasal 21; 
3) Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pemotongan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21. Surat Setoran Pajak (SSP) ada lima 
lembar: 
a) Lembar pertama diisi untuk dijadikan arsip oleh Wajib Pajak; 
b) Lembar kedua diisi untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN); 
c) Lembar ketiga diisi untuk dilaporkan Wajib Pajak ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP); 
d) Lembar keempat diisi untuk arsip Kantor Penerima 
Pembayaran; 






4) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 
b. Pasal 22: 
1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22; 
2) Daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22; 
3) Bukti penerimaan pajak; 
4) SSP lembar satu dan lima. 
c. Pasal 23: 
1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23; 
2) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23; 
3) Bukti penerimaan pajak; 
4) SSP lembar satu dan lima. 
5. Mengarsipkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) transaksi – transaksi 
pengeluaran di Biro Keuangan dan Perlengkapan. 
Untuk melakukan pengarsipan SPJ data-data dibutuhkan diantaranya: 
1. SPM yang sudah ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA); 
2. SPP yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 
3. Bon/Nota/Kuitansi/ Asli dari pihak yang melakukan kerja sama 
atas suatu kegiatan; 
4. SSP dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai atas 





5. Surat perintah tugas resmi, Surat perintan perjalanan dinas, Nota 
dinas, dan lembar visum perjalanan dinas; 
6. Serta lembar SPT Pph pasal 21, pasal 22, maupun pasal 23. 
Setelah berkas lengkap semua dimasukan kedalam sebuah binder 
sesuai nomor urut SPM, dan juga lembar surat perintah pencairan dana. 
Selanjutnya Surat perintah pencairan dana, SPM dan SPP yang asli 
dibawa ke KPPN untuk melakukan pencairan dana anggaran. 
6. Membantu menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan Satker Biro Keuangan 
& Perlengkapan posisi 31 Agustus 2014 
Dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan satker Biro 
Keuangan & Perlengkapan kita harus membuat dan melampirkan: 
1. Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Tahun Anggaran 2014 Satker 
Biro Keuangan dan Perlengkapan Posisi 31 Agustus 2014; 
2. Daftar Kegiatan Strategis Satker Biro Keuangan dan Perlengkapan 
Posisi 31 Agustus 2014. 
C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala, tidak terkecuali 
dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan. Hal ini 
cukup wajar dialami, terutama bagi praktikan yang masih tergolong pemula 





Berikut adalah berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Biro Keuangan dan Perlengkapan 
Kementerian Perhubungan RI: 
1. Tuntutan tingkat kehati-hatian pada saat pengisian bon/nota, kwitansi, dan 
Surat Setoran Pajak (SSP). Bon/nota, kwitansi, dan Surat Setoran Pajak 
(SSP) diisi secara manual dengan menggunakan mesin tik. Praktikan 
dituntut untuk tidak melakukan kesalahan pada saat pengetikan karena 
proses pengetikan tidak dapat diulang; 
2. Dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), terkadang terjadi kesalahan perhitungan pajak. 
3. Kurangnya penjelasan cara menggunakan Aplikasi SPM 2014 yang benar 
dari kepala satker;  
4. Saat mengarsipkan transaksi sebagai SPJ bendahara pengeluaran data yang 
diberikan kepada praktikan kurang lengkap; 
5. Sempitnya ruangan Satker dan banyaknya barang-barang yang berantakan 
membuat mobilitas praktikan sedikit terganggu; 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Atas berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan selama masa  Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), praktikan terus berupaya untuk terus meminimalisir 
kesalahan agar kualitas kinerja praktikan semakin meningkat. Berikut adalah 





1. Pengisian bon/nota, kwitansi, dan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan 
secara manual dengan menggunakan mesin tik, bukan komputer. Jadi tidak 
boleh ada kesalahan dalam pengetikan sebab pengisian yang dilakukan 
dengan menggunakan mesin tik tidak dapat diulang. 
Diawal penggunaan mesin tik, praktikan beberapa kali mengalami 
kesalahan dalam pengetikan sehingga mendapat teguran akan tetapi masih 
dimaafkan. Untuk selanjutnya, karena dilakukan hampir setiap hari, 
praktikan semakin berhati-hati dan teliti ketika mengisi bon/nota, kwitansi, 
dan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga tidak terjadi kesalahan pengetikan. 
2. Pada saat pengisian Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dalam Surat Setoraan Pajak (SSP), terkadang terjadi kesalahan dalam 
perhitungan pajaknya. Hal tersebut dapat menjadi fatal karena berpengaruh 
pada laporan keuangan lainnya. Saat terjadi hal yang demikian, praktikan 
segera mengkonfirmasi ulang kepada Bendahara Pengeluaran di Satuan 
Kerja untuk meminta perbaikan atas perhitungan pajak. Setelah itu, 
perhitungan pajak yang sudah diperbaiki diberikan kepada praktikan 
kembali. 
3. Pada saat awal penggunaan Aplikasi SPM 2014 pun, praktikan masih 
merasa bingung terhadap pengisian SPP dan SPM. Banyak konten-konten 
yang harus dimasukan untuk melengkapi data. Praktikan cukup kesulitan 
dalam menangani hal tersebut karena pengisian SPP dan SPM mengacu 





di Biro Keuangan dan Perlengkapan. Akan tetapi, praktikan belajar dari 
berbagai kesalahan dan akhirnya praktikan mampu dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan dengan baik. 
4. Dalam mengatasi masalah kurang lengkapnya data yang diterima oleh 
praktikan dari bendahara pengeluaran. Praktikan mengatasinya dengan cara 
bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah data-data yang kurang 
masih ada dibendahara umum atau hilang. Jika masih ada dibendahara 
umum, praktikan menunggu sampai berkas tersebut selesai diperiksa oleh 
bendahara pengeluaran, jika hilang praktikan diminta untuk mengeprint 
kembali data yang hilang tersebut. 
5. Ruangan satker yang sempit dan banyaknya barang-barang yang berantakan 
sempat membuat mobilitas praktikan terganggu, untuk mengatasi masalah 
ini praktikan mengusulkan untuk merapihkan barang-barang yang 
berantakan dan memidahkan barang-barang yang tidak digunakan dan 
barang-barang belanja dari lelang ditaruh di ruang penyimpanan barang agar 
ruangan satker menjadi lebih rapih dan lebih leluasa dalam mobilitas 












Program Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana yang diberikan perguruan 
tinggi sebagai langkah mempersiapkan calon lulusan untuk siap terjun ke dunia 
kerja. Memiliki bobot sebanyak 2 (dua) SKS, program Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan selama 1 (satu) bulan oleh mahasiswa berjenjang Sarjana. 
Selama menjalani masa PKL tersebut, praktikan memperoleh banyak 
pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. 
Terutama dalam kegiatan harian praktikan, yaitu mengisi bon/nota dan kwitansi 
berdasarkan data dari masing-masing bagian yang melakukan pembelian, mengisi 
Surat Setoran Pajak (SSP), meng-input dan mencetak Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan menggunakan 
aplikasi SPM 2014 secara online, mengarsipkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23. 
Kegiatan harian tersebut banyak membantu praktikan dalam memperoleh 
pengetahuan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKL. Berikut adalah hasil yang 
diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik kerja Lapangan di Biro Keuangan dan 






1. Mengetahui bentuk fisik serta cara pengisian bon/nota dan kwitansi dari 
beberapa perusahaan; 
2. Mengetahui bentuk fisik dan cara pengisian Surat Setoran Pajak SSP; 
3. Mengetahui cara menggunakan dan menginput data pada aplikasi SPM 2014 
yang digunakan pada Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian 
Perhubungan RI; 
4. Mengetahui bentuk fisik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 21, 22, dan 23 
B. Saran 
Dari pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki beberapa saran yang 
dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam program tersebut. 
1. Bagi Mahasiswa, yakni: 
a. Mencari dan menemukan tempat PKL yang sesuai dengan kebutuhan 
program studi bahkan konsentrasi masing-masing agar dapat mempelajari 
secara lebih jelas mengenai teori yang telah diperoleh di bangku 
perkuliahan; 
b. Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan program PKL dengan 
mengurus segala keperluan administratif; 
c. Menaati setiap tata tertib dan aturan yang diberlakukan perusahaan; serta 
d. Melaksanakan setiap tugas yang diberikan perusahaan dengan penuh 





2. Bagi perguruan tinggi, yakni: 
a. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 
maupun perusahaan yang berpotensi 
b. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan; serta 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya 
pada tahap persiapan PKL. 
3. Bagi perusahaan, yakni: 
a. Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama karyawan, satuan kerja 
perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar perusahaan; 
b. Meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan agar nama baik 
perusahaan senantiasa terjaga; 
c. Menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan perusahaan, baik pada jam 
kerja maupun di luar jam kerja; 
d. Menjaga dan meningkatkan mutu produk serta pengembangan dan sasaran 
perusahaan hingga mencapai level multinasional; dan 
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Lampiran 6 Rincian Tugas Pelaksanaan PKL 
No. Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing 
1. Kamis, 
7 Agustus 2014 
 Pengarahan oleh Kasubag 
Perbendaharaan 
Transportasi Darat dan 
Perkeretaapian dan Tata 
Usaha Biro, Bapak Didik 
Marsudi 
 Pengarahan oleh Kasubag 
Verifikasi dan Pembukuan 
Transportasi Udara Dan 
Penunjang yang 
membawahi satker biro 
keuangan, Bapak Syafli  
 Perkenalan kepada 
karyawan di Biro Keuangan 
dan Perlengkapan 
 Penempatan di bagian 






8 Agustus 2014 
 Penjelasan mengenai 
kegiatan umum yang 
dilakukan sehari-hari di 






11 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 







 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 
Pajak) atas pembelian ATK 




12 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya pencetakan kop surat 
dan surat visum perjalanan 
dan lain-lain 
 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 





13 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya pembelian ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 




14 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya pembelian ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 
Pajak) atas Pembelian ATK 





15 Agustus 2014 
 Pengisian SPM (Surat 
Perintah Membayar) 
 Melakukan pengarsipan SPJ 
atas transaksi yang terjadi 








18 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 





19 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 





20 Agustus 2014 
 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 
Pajak) atas pembelian snack 





21 Agustus 2014 
 Membuat visum perjalanan 
dinas 
 Membuat SPM dan SPP 




22 Agustus 2014 
 Mengarsipkan SPJ atas 
transaksi yang terjadi di 
Biro Keuangan dan 





25 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya pembelian  ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 
dan SSP (Surat Setoran 
Pajak) atas pembelian ATK 
 Pergi ke KPPN bersama 







memberikan surat perintah 
pencairan dana kepada 
KPPN 
14. Selasa, 
26 Agustus 2014 
 Membuat daftar rincian 
biaya ATK 
 Pengisian bon, kwitansi, 





27 Agustus 2014 
 Membantu menyusun 
laporan pelaksanaan 
kegiatan Satker Biro 
Keuangan & Perlengkapan 
 Membuat dan mencetak 
Daftar kegiatan Strategis 





28 Agustus 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 




29 Agustus 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 
22, dan 23 
 Membuat dan mencetak 
Rekapitulasi Realisasi Daya 
Serap Tahun Anggaran 
2014 Satker Biro Keuangan 









1 September 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 




2 September 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 




3 September 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 




4 September 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 




5 September 2014 
 Pengarsipan Surat 
Pemberitahuan (SPT) masa 
Pajak Penghasilan Pasal 21, 









































































































































































































Lampiran 15 Tampilan SSP/Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan 























































































































































































Lampiran 22 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satker Biro Keuangan & 
Perlengkapan 
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